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ABSTRAK 
 

SETYANINGSIH. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Sistem 
Pengendalian Internal Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Dengan Temuan Audit Sebagai Variabel Moderating 
(Studi Pada Lkpd Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2016-2020).  

Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda serta kompleksitas 
pemerintahannya masing-masing. Untuk menciptakan daerah yang makmur dengan 
karakteristik dan kompleksitas yang dimiliki, perlu adanya sebuah sistem yang 
mengatur dan mengawasi. Sistem penggawasan tersebut berupa sistem 
pengendalian internal. Sistem ini diterapkan untuk mengawasi jalannya 
pemerintahan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Termasuk didalamnya 
yaitu mengawasi pemanfaatan kekayaan daerah. Pemerintah wajib menyusun  
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk 
pertanggungjawaban atas pemanfaatan kekayaan daerah kepada masyarakat luas.  
LKPD tersebut kemudian akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK untuk menilai 
tingkat kesesuaikan yang ditampilkan dalam LKPD. Tujuan Penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh karakteristik, kompeksitas dan sistem pengendalian 
interal terhadap tingkat pengungkapan LKPD dengan temuan audit sebagai variabel 
moderasi pada LKPD kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2016-2020. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan sampel yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2016-2020 hasil audit BPK. Metode 
penentuan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh sehingga didapatkan jumlah 
sampel sebanyak 35 yang terdiri atas 6 Kota dan 29 Kabupaten. Metode 
pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan menghimpun data 
dari sumber data yaitu laman resmi BPK Jateng dan BPS Jateng. Pengujian dalam 
penelitian ini menggunakan Uji t dan uji MRA (Moderated Regression Analysis)  

 Hasil analisis yang diperoleh menyimpulkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Tingkat Ketergantuan, Ukuran Legislatif dan Sistem Pengendalian Internal 
berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD). sedangkan hasil analisis terhadap variabel moderasi 
menyimpulkan bahwa Temuan Audit mampu memoderasi hubungan Tingkat 
Ketergantungan terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD, kemudian Temuan Audit 
tidak dapat memoderasi hubungan PAD, Ukuran Legislatif, serta Sistem 
Pengendalian Internal terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD).  

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Ketergantungan, Ukuran Legislatif, 
Sistem Pengendalian Internal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.  

.  
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ABSTRACT 

 

SETYANINGSIH. The Effect of Characteristics, Complexity, and Internal 
Control System on the Level of Disclosure of Local Government Financial 
Statements with Audit Findings as Moderating Variables (Study on 
Regency/City Lkpd in Central Java Period 2016-2020). 

Each region has different characteristics and the complexity of their 
respective administrations. To create a prosperous area with its characteristics and 
complexity, it is necessary to have a system that regulates and supervises it. The 
monitoring system is in the form of an internal control system. This system is 
applied to oversee the running of the government in order to comply with applicable 
regulations. This includes monitoring the use of regional wealth. The government 
is obliged to compile the Regional Government Financial Report (LKPD) as a form 
of accountability for the utilization of regional assets to the wider community. The 
LKPD will then be examined by the BPK to assess the level of conformity displayed 
in the LKPD. The purpose of this study was to determine the effect of 
characteristics, complexity and internal control system on the level of disclosure of 
LKPD with audit findings as a moderating variable in district/city LKPD in Central 
Java for the 2016-2020 period. 

This research is included in the quantitative descriptive type using a sample, 
namely the District / City Government Financial Reports (LKPD) in Central Java 
for the 2016-2020 period, the results of the BPK audit. The sampling method used 
is saturated sample so that the number of samples is 35 consisting of 6 cities and 29 
districts. The data collection method uses documentation techniques by collecting 
data from data sources, namely the official website of the Central Java BPK and 
Central Java BPS. Tests in this study using t test and MRA test (Moderated 
Regression Analysis) 

The results of the analysis concluded that the Regional Original Revenue 
(PAD), Dependency Level, Legislative Size and Internal Control System affect the 
Level of Disclosure of Local Government Financial Statements (LKPD). while the 
results of the analysis of the moderating variable concluded that the audit findings 
were able to moderate the relationship between the level of dependence on the level 
of disclosure of LKPD, then the audit findings could not moderate the relationship 
between PAD, Legislative Size, and the Internal Control System on the level of 
disclosure of local government financial statements (LKPD). 

Keywords: Local Revenue, Dependency Level, Legislative Size, Internal Control 
System, Local Government Financial Report. 
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sebagai berikut 
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lambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
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dengan huruf latin. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di attas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح
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 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Ẑal ẑ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ص

 

Ṣad ṣ 

 

es (dengan titik di 
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 Ḍad ض

 

ḍ 

 

de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa ط
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te (dengan titik di bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain‘ ع
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koma terbalik (di atas) 

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Ki ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و
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 Ha h Ha ـ

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya y Ye ى

 

2. Vokal 

Vokal Tunggal Vokal Rangkap Vokal Panjang 

 ā =    اَ  a = اَ

 ī =  اِي ai =  اَي i = اِ

 ū =   اٌو au =   اَو u = اُ

 

3. Tā’ Marbuṭah 

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ 

Contoh: 

  ditulis  mar’atun jamilah  مراةجميلة 

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

Contoh: 

 ditulis  fatimah    فاطمة 

4. Syaddad (tasyid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddad tersebut. 

Contoh: 

 ditulis   rabbanā  اsربن

 ditulis   al-birr  البر 
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5. Kata Sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh:  

 ditulis  asy-syamsu  الشمس 

  ditulis  ar-rajulu  الرجل 

 ditulis   as-sayyidah  السيدة 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

 ditulis   al-qamar  القمر  

 ’ditulis  al-badi  البديع  

 ditulis   al-jalāl  اجلال

6. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu 

ditransliterasikan dengan apostrof /’/. 

Contoh: 

 ditulis   umirtu  امرت 

ditulis  syai’un  شيء 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Terjadinya perkembangan teknologi dan informasi yang diimbangi 

taraf pendidikan yang meningkat serta pola berfikir masyarakat yang 

semakin maju menyebabkan masyarakat lebih kritis dalam memantau 

jalannya pemerintahan. Kemudahan dalam mengakses Laporan Keuangan 

baik tingkat pemerintah pusat maupun daerah membuat masyarakat lebih 

leluasa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan 

utamanya pada penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat. Oleh 

karena itu, tuntutan terhadap adanya pemerintahan yang bersih dan 

tranparan menjadi semakin tinggi. Disamping itu banyaknya kasus tindak 

pidana korupsi serta penggunaan dana yang tidak tepat sasaran membuat 

masyarakat kehilangan kepercayaannya sehingga tuntutan terhadap adanya 

pelaporan keuangan pemerintah secara lengkap dan transparan semakin 

diserukan oleh masyarakat. 

Publik semakin menuntut transparansi serta akuntabilitas dari 

lembaga pemerintah. Hal ini menyebabkan perlu adanya pengelolaan 

kepentingan publik yang bertanggung jawab (good governance). Sebagai 

usaha nyata good governance, maka diwajibkan melaporkan hasil 

kinerjanya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bagi 

pemerintah pusat maupun daerah yang memuat laporan realisasi 
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APBN/APBD, neraca, laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CaLK). 

Besar harapan bangsa Indonesia untuk terciptanya pemerintahan 

yang bersih juga terbebas dari korupsi, kolusi ataupun nepotisme. 

Pemerintah daerah wajib melakukan mengungkapkan dalam melaporkan 

posisi keuangan daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas 

pengelolaan sumber daya daerahnya, namun dalam praktiknya, 

pengungkapan LKPD di Indonesia masih tergolong rendah. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan dalam LKPD 

adalah 52,09% (Setyaningrum & Syafitri, 2012), 64,51% (Putri, 2015) dan 

48,65%(Naopal dkk, 2017). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemda 

belum memberikan pengungkapan penuh dalam laporan keuangan. Tingkat 

pengungkapan LKPD pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sendiri 

berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan rata-rata 64% 

(Lilis, 2016), 58,04% (Dekeng, 2018) dan 58,04% (Lutfiana, 2019). Hasil 

diatas menunjukkan adanya ketidakkonsistenan tingkat pengungkapan 

LKPD di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.  

Bagi organisasi dengan lokasi yang luas dan kompleks serta proses 

yang beragam, merupakan sesuatu yang sulit untuk memastikan laporan 

keuangan yang sesuai pada waktunya serta andal. Beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD antara lain Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Ukura 

Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan, Umur Pemerinah Daerah, 
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Ukuran Legislaif, Sisem Pengendalian Internal, Opini Audit, dan Temuan 

Audit (Lutfiana et al, 2019). Salah satu hal yang menjadi faktor dalam 

pengungkapan LKPD yaitu Karakteristik pemerintah daerah. Karakteristik 

digambarkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pemasukan 

sumbernya dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Nilai PAD yang besar 

berarti daerah tersebut memiliki sumber daya yang besar sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan dalam pengungkapan laporan keuangan secara 

lengkap. (Sunarti et al., 2021) juga menyatakan bahwa masyarakat 

menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan PAD, khususnya pada 

pendapatan yang bersumber dari pajak, retribusi dan lain sebagainya yang 

berasal dari masyarakat, hasil ini senada dengan penelitian (Setyowati, 

2016). Sedangkan menurut (Merliani et al., 2018), kekayaan yang besar 

dapat menjadi ukuran kinerja manajerial yang cenderung buruk dalam 

mengelola kekayaan sehingga dapat menghambat pengungkapan pada 

LKPD. 
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Tabel 1.1 
PAD Kabupaten/kota di Jawa Tengah Menurut Komponen 

Penyusunannya (Dalam trilyun Rp), 2016-2020 
 

Tahun Anggaran Jenis  
Penerimaan 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Pajak Daerah 3,595 4,431 4,924 5,64 5,58 
2. Retribusi Daerah 0,899 0,793 0,849 0,85 1,03 
3. Hasil Perusahaan 

Milik Daerah & 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Daerah yang 
Dipisahkan 

0,431 0,597 0,529 0,58 0,56 

4. Lain-lain PAD 
yang Sah 6,349 8,660 6,698 7,16 7,17 

Jumlah 11,273 14,481 13,00 14,23 14,40 
Sumber: www.jateng.pbs.go.id, tahun 2020 

Berdasarkan informasi diatas menunjukkan jumlah PAD meningkat 

setiap tahun. Pada 2018 berada pada angka 13,00 trilyun mengalami 

peningkatan yaitu mencapai 14,40 trilyun pada tahun 2020. Kenaikan pada 

PAD ini seharunya dapat diikuti dengan peningkatan terhadap kemampuan 

daerah untuk menyajikan laporan keuangan dengan lengkap dan akuntabel. 

Karakteristik pemerintah daerah juga digambarkan dengan 

tinnginya ketergantungan kepada pemerintah pusat ditunjukkan besarnya 

Dana Alukasi Umum (DAU). Ketergantungan yang tinggi memungkinkan 

pemerintah pusat membutuhkan lebih banyak pengungkapan untuk 

memantau kinerja pemerintah daerah (Kab/kota). Pernyataan diatas sejalan 

dengan penelitian (Hiola & Harun, 2021) dan (Amaliah, 2019) keduanya 

menyataan bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemerintah 

pusat dalam penggunaan dana yang diberikan kepada daerah maka perlu 

dilakukan peningkatan transparansi terhadap laporan keuangan. Sebaliknya 

http://www.jateng.pbs.go.id/
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(Rahayu et al., 2016), tingkat ketergantungan tidak mempengaruhi 

pengungkapan keuangan pemerintah daerah. 

Kompleksitas merupakan kondisi wilayah dan berbagai faktor 

lingkungan dalam (internal) maupun luar (eksternal) yang dapat 

mempengaruhi pemerintahan. Kompleksitas tersebut dinyatakan dengan 

ukuran legislatif yaitu banyaknya anggota dewan yang ada dalam 

pemerintahan. Banyaknya DPRD akan meningkatkan pemantauan pada 

laporan keuangan sehingga tingkat pengungkapannya menjadi lebih tinggi 

(Hiola & Harun, 2021). Hasil ini bertolak belakang dengan kesimpulan 

(Albab, 2019) dimana tidak terbukti bahwa  ukuran legislatif membawa 

pengaruh pada tingkat pengungkapan.  

Pegawai negeri dengan kompetensi yang memadai serta taat 

terhadap undang-undang adalah pegawai yang tepat untuk mengelola 

keuangan negara sehingga sukses dalam pegelenggaraan pemerintahan. 

Sistem pengendalian intern yang baik akan mendukung suksesnya 

pelaksanaan pemerintahan karena memiliki kemampuan untuk melindungi 

aset pemerintah daerah, menjaga pengungkapan yang baik dalam laporan 

keuangan dan diberdayakan dengan tepat dan efektif. Kuatnya Sistem 

pengendalian internal dapat mendorong tingginya kualitas laporan 

keuangan.  

Temuan audit merupakan faktor penting dalam pengungkapan 

LKPD. Temuan audit mencerminkan banyaknya pelanggaran yang ada di 
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dalam LKPD suatu daerah. BPK akan meminta adanya perbaikan terhadap 

temuan yang mereka sampaikan dalam laporan hasil pemeriksaannya. 

Sehingga banyaknya jumlah temuan BPK akan meningkatkan 

pengungkapan dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh revisi 

tersebut.  Hasil perbaikan terhadap temuan audit sekaligus menunjukkan 

kepada masyarakan bahwa telah dilakukan peningkatan kualitas pada 

laporan keuangan (Amaliah, 2019), pernyataan tersebut sejalan dengan 

pendapat (Hiola & Harun, 2021), tetapi (Budiarto & Indarti, 2019) 

menyampaikan hal yang berbeda yaitu bahwa adanya pengaruh temuan 

audit terhadap pengungkapan LKPD. 

Tabel 1.2 

Perkembangan Opini LKPD Lima Tahun Terakhir di Jawa Tengah 

Tahun Hasil 
Opini 2016 2017 2018 2019 2020 
WTP 30 86% 31 88% 34 97% 35 100% 35 100% 
WDP 5 14% 4 12% 1 3% 0 0% 0 0% 
TW 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TMP 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Sumber: www.bpk.go.id – IHPS 1 tahun 2020 

Tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan opini LKPD tahun 

2016 sampai tahun 2020. Tahun 2016, daerah dengan opini WTP sebesar 

86% selama 5 tahun terakhir terjadi peningkatan menjadi 100%. Sedangkan 

opini WDP mengalami penurunan dari 14% pada 2016 menjadi 0% pada 

tahun 2020. 

Temuan Audit yang disampaikan oleh BPK kepada Pemerintah 

Daerah dalam bentuk hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang 

http://www.bpk.go.id/
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dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk 

memperbaiki kinerja dalam pelaporan keuangan melalui pemanfaatan PAD 

yang dimiliki. Selanjutnya bagi pemerintah Pusat sebagai pedoman unuk 

peningkatan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam 

pelaporan LKPD utamanya pada pemanfaatan Dana yang disalurkan oleh 

Pemerinah Pusat sehingga dapat dimanfaakan secara maksimal. Temuan 

audit juga penting bagi Badan Legislatif (DPRD) untuk memperketat 

pengawasannya pada Pemda khususnya pada pengungkapan LKPD. selain 

itu temuan audit juga dapat digunakan oleh unit pengendalian internal pada 

Pemerinah Daerah untuk melakukan peningkatan pemanantauan seluruh 

proses pelaporan keuangan daerah dan memperkuat serta memperbaikinya 

sehingga dapat menghasilkan LKPD yang andal dan tepat waktu.  

Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena terdapat 

inkonsistensi dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Terlepas 

adanya hasil WTP 2019 dan 2020 di Jawa Tengah, BPK menyatakan masih 

ditemukan kelemahan-kelemahan terkait sistem pengendalian internal, 

antara lain manajemen dan administrasi aset tetap, manajemen inventaris, 

dan manajemen kas hal ini dilansir dari www.bpk.go.id. Oleh karena itu 

peneliti mengambil judul yang berfokus pada “Pengaruh Karakteristik, 

Kompleksitas dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Tingkat 

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Temuan 

Audit sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Lkpd Kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah Periode 2016-2020)”. 

http://www.bpk.go.id/
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Apakah PAD mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengan Periode 

2016-2020?  

2. Apakah Tingkat Ketergantungan mempengaruhi tingkat pengungkapan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Tengan Periode 2016-2020? 

3. Apakah Ukuran Legislatif mempengaruhi tingkat pengungkapan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Tengan Periode 2016-2020?  

4. Apakah Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi tingkat 

pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Tengan Periode 2016-2020?  

5. Apakah Temuan Audit memoderasi pengaruh PAD terhadap tingkat 

pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Tengan Periode 2016-2020?  

6. Apakah Temuan Audit memoderasi pengaruh Tingkat Ketergantungan 

terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengan Periode 2016-2020?  

7. Apakah Temuan Audit memoderasi pengaruh Ukuran Legislatif 

terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengan Periode 2016-2020?  
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8. Apakah Temuan Audit memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian 

Internal terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengan Periode 2016-2020? 

  

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu: 

1. Menunjukkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

tingkap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengan Periode 2016-2020. 

2. Menunjukkan pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap tingkap 

pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Tengan Periode 2016-2020. 

3. Menunjukkan pengaruh ukuran legislatif terhadap tingkap 

pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Tengan Periode 2016-2020. 

4. Menunjukkan pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap tingkap 

pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Tengan Periode 2016-2020. 

5. Menunjukkan pengaruh Temuan Audit dalam memoderasi pengaruh 

PAD terhadap tingkap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengan Periode 2016-2020. 

6. Menunjukkan pengaruh Temuan Audit dalam memoderasi pengaruh 

Tingkat Ketergantungan terhadap tingkap pengungkapan Laporan 
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Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengan Periode 2016-2020. 

7. Menunjukkan pengaruh Temuan Audit dalam memoderasi pengaruh 

Ukuran Legislatif terhadap tingkap pengungkapan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengan Periode 

2016-2020. 

8. Menunjukkan pengaruh Temuan Audit dalam memoderasi pengaruh 

Sistem Pengendalian Internal terhadap tingkap pengungkapan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengan Periode 2016-2020. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkam tujuan yang telah dikemukakan diatas, peneliti 

berharap bahwa riset ini dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti berhadap kesimpulan dalam penelitian dapat 

memberikan sumbangan berupa pengetahuan baru di bidang akuntansi 

khususnya pada bidang pemerintahan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

 Hasil riset diharapkan mampu menjadi bukti empiris 

mengenai dampak karakteristik, kompleksitas dan pengendalian 
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internal terhadap tingkat pengungkapan LKPD dengan temuan audit 

sebagai variabel moderasi. 

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (IAIN Pekalongan) 

Hasil riset diharapkan mampu menjadi referensi para 

akademisi dan peneliti lainnya untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

E. Sistematika Pembahasan  

Penelitian ini terbagi menjadi: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan menjabarkan pendapat tentang pentingnya 

penelitian itu ditulis. Dalam bab ini menjelaskan tentang belakang 

permasalahan yang menjadi asal riset ini dilakukan, rumusan 

masalah yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian untuk mempertegas pentingnya penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menjabarkan dasar teori dan kerangka berfikir penulis serta 

berbagai telaah pustaka yang mengandung informasi yang sesuai  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Memaparkan langkah-langkah dalam proses penelitian. 

Diantaranya menjelaskan mengenai pendekatan yang digunakan, 

model penelitian, tempat yang menjadi obyeknya, teknik 

pengumpulan data, sumber data yang digunakan serta analisis 

datanya. 
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BAB IV  PEMBAHASAN  

Menampilkan pembahasan terhadap hasil dari pengujian-

pengujian yang dipaparkan pada metodologi penelitian yaitu pada 

sub bab analisis dan pembahasan. Disini  juga akan dikaji dampak 

variabel independen terhadap variabel dependen serta 

pengungkapan LKPD yang tercantum dalam SAK.  

BAB V PENUTUP 

Menggambarkan hasil analisis secara ringkas, padat, dan 

jelas yang biasa disebut dengan simpulan. Disamping itu, juga 

memaparkan saran yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan 

mengenai hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi penelitian yang digunakan adalah jurnal, 

artikel, proseding seminar, website, buku yang relevan dalam 

penelitian. 

LAMPIRAN 

Memuat bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaporan 

skripsi. Namun, tidak masuk dalam tubuh skripsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji data dan pembahasan hasil penelitian terkait 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tingkat Ketergantungan, Ukuran 

Legislatif dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Tingkat 

Pengungkapan LKPD dengan Temuan Audit sebagai variabel moderasi, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; 

1. Pendapat Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Tingkat 

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2016-2020. 

2. Pendapat Tingkat Ketergantungan berpengaruh terhadap Tingkat 

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2016-2020. 

3. Pendapat Ukuran Legislatif berpengaruh terhadap Tingkat 

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2016-2020. 

4. Pendapat Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Tingkat 

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2016-2020. 

5. Temuan Audit tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapat Asli 

Daerah (PAD) terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan 
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Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 

2016-2020. 

6. Temuan Audit mampu memoderasi pengaruh Tingkat Ketergantungan 

terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2016-2020. 

7. Temuan Audit tidak mampu memoderasi pengaruh Ukuran Legislatif  

terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2016-2020. 

8. Temuan Audit tidak mampu memoderasi pengaruh Siste Pengendalian 

Internal terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 

2016-2020. 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian menggunakan 4 variabel independen yaitu PAD, Tingkat 

Ketergantungan, Ukuran Legislatif, dan Sistem Pengendalian Internal. 

Sehingga faktor lain yang dapat mempengaruhi Tingkat Pengungkapan 

LKPD seperti Opini Audit, Ukuran Pemda, Umur Administratif, Total 

Aset dan faktor lainnya terabaikan. 

2. Populasi penelitian masih terbatas hanya di Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah selama periode 2016-2020.  

C. Saran 

1. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lainnya yang 

mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Seperti faktor 
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seperti Opini Audit, Ukuran Pemda, Umur Administratif, dan Total 

Aset 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas daerah 

penelitian dan lamanya periode penelitian.
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